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BEMDAEPklkUAN 
Dari judul makalah ini, terdapattiga kata Inanci 

yang patut diicermati y i tu  (1) aspek sosial ekonomi, 
(2) strategi pernberdayaan masyarakat, dan (3) 
pengelolaan pesisir secara terpadu. Kaitan atau 
hubungan antara ketiga kata kunci ini telah 
diungkapkan pada judul makalah irk Dapat dilihat 
bahwa aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir 
serta upaya-upaya pemberdayaan mereka 
menmpakanvariabel penting ddam rnengernbangkan 
pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. 
Bagaimma mjud dan esensi hubungan antara 
variabel iri akan diur~kan pada makalah ini. Nmun 
terleblh dahulu &an diuraikan mengenai aspek- 
aspek sosial ekonomi dan strategi pernberdayam 
rnasyarakat pesisir. Pada bagian 
di4ukan beberapa c o d  keaatan pemberdayaan 
masyarakat pesisir serta irnplikasinya bagi 
pengermabmgan pengeloiaan  laya ah pesisir secara 
terpadu. 

Siapakah Masyarakat Pesisir 
Bagi kepentingan makdah ini, masyarakat 

pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang 
dnggal dl daerah pesisir dan sumber kehidupan 
perekonodmya berganmg secara Langsung pada 
pernanfaatan smberdaya laut dm pesisir. Definisi 
irupun bisa juga dikernbangkan lebih j auh karena 
pada dasarnya banyak orang yang hidupnya 
bergmtung pada sumberdaya hut. Mereka terdiri 
dari nelayan perniliik, buauh nelayan, pembudidaya 
ikan dm organisme laut Iaimya, pedagang ikan, 
pengolah ikan, supplier faktor sarana prodksi 
perikanm. D d m  bidangnon-pen 
pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, 
penjual jasa transportasi, serta kelompok 
masyarakat lainnya yang m a n f a a h  sumberdaya 

non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong 
kehidupannya. 

Namun untuk lebih operasional, definisi 
masyarakat pesisir yang luas ini tidak sel a 
dimbil tetapi hanya difohskm pada kelornpok 
nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagmg dan 
pengolah ikan. Kelompok ini secara lmgsung 
mengusahakan dm memanfaaIkan mmberdayaikan 
melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. 
Kelompok ini pula yang mendomimi pemukimm 
& wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai 
pulau-pulau besar dan kedl. Sebagian masyarakat 
nelayan pesisir ini addah pengusaha skala kecll dan 
menengah. Nmm lebih banyak dari mereka y ang 
bersifat subsisten, menjdanj. usaha dm kegiatan 
ekonominya untuk menghidupi keluarga sendipi, 
dengan skala y ang begitu kecil sehingga hasilnya 
hangra ctrkup untuk memenuhi kebutuhan jangka 
waktu sangat pendek. 

Dari sisi skala usaha perikanm, kelornpok 
masyarakat pesisir miskin dimtaranya terdiri da-i 
nun&tangga penkanan yang menangkap ikan m p a  
menggunakan perahu, mengwakan perahu tanpa 
motor dm perahu bemotor tempel. Dengan skala 

ikan & daerah dekat pmtai. Da lm kasu 
memmg mereka dapat per@ j auh dari p m ~  dengan 
cara bekerj a s m a  sebagai mitra perusahm besar. 
Narnun usaha dengm hubungm kemitrm seperG 
tidak be& banyak dm b e r h  dibmdingkan d e w  
jurnlah rumah tmggayang be@& b 

Dikenrukakan pada Tabel 1 
dengan usaha skda kecil ini sekitar 370.03 1 unit 
(81,67%) dari total mmahtangga. Katakdah, suatu 
unit usaha mempekerjakan 4 orang, maka secara 
total terdapat 1.480.124 keluarga yang menjalankan 
usaha skala kecil penangkapan ikan. Dibandingkan 
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dengan 10 tahm seb , praporsi m a h  tangga 
skala usaha kecil ini ikatakan tidak berubah. 
Secara magnihtde jumlahnya bahkan menkgkat 
dengan berarti. Bila data-data ini digunakan sebagai 
variabel detenninan ketidak-mampuan dan ketidak- 
berdayaan usaha maka dapat dikatakm bahwa 
sebagian besar nelayan kecil itu tidak berdaya dm 
di sisi lain mereka terperangkap d a l m  ketidak 
berday amny a. 

Kemiskinan y ang merupakan indikator 
ketertinggalm masyarakat pesisir ini disebabkm 
paling tidak oleh tiga hal utma, yaitu (1) kerniskinan 
struktural, (2) kerniskinan super-struktural, dm (3) 
kemisknan kulmal. 

Kernisknan addah kerniskinan yang 
disebabkm karena pengamh faktor atau variabel 
ekstemal di luar individu. Variabel-variabel tersebut 
adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, 
keterse&m insentif atau disinsen~f pernbangunan, 
ketersediaan fasilitas pembangunm, ketersediaan 
teknologi, dan ketersediaan sumberday a 
pembangunan khususny a sumberday a alam. 
Hubungan antara variabel-variabel ini dengan 
kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artiny a 
semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas 
vkabel-variabel ini maka kemiskinan semakin 
berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial 
e k o n o ~ ,  hubmgantlya d e w  kenriskinan lebih sulit 
ditentukan. Uang jelas bahwa keadaan sosial 
ekonomi masyarakat y ang te j adi di sekitar atau di 
lingkup nelayan rnenentukm kemiskinan dan 
kesej ahteraan mereka. 

Kemiskinan super-struktural adalah 
kemlskinan yang disebabkm karena variabel- 
variabel kebij akan makro y ang tidak begitu h a t  
berpihak pada pembmmnan nelayan. Variabel- 
variabel superstruhr tersebut diantaranya admya 
kebij akan fiskal, kebij akan moneter, ketersediaan 
hukum dan pemndang-undangan, kebijakan 

pemerintahm yang diimplementasikan dalarn proyek 
d m  program pembangunan. Kemiskinan super- 
stxdctural ini sangat sulit diatasi bila saj a tidak d i s e h  
keinginan dan kemauan secara tulus dari pernerintah 
untuk mengatasiny a. Kesulitan tersebut juga 
disebabkan karena kompetisi antar sektor, antar 
daerah, serta antar institusi yang membuat sehingga 
adany a ketimpangan dan kesenj angan 
pembangunm. Kerniskinan super-struktural i r i  h y a  
bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat 
maupun daerah, memiliki komittnen khusus dalarn 
bentuk tindakm-tindakan ymg bias bagi kepentingm 
masyarakat miskin. Dengan kata lain a@~mative 
actz'ons, perlu dilaksanakan oleh pernerintah pusat 
maupm herah. 

Kemiskinan hl turd  addah kerniskinan yang 
disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, 
inheren, dm m e d d  gayakdup terkntu. Akibatnya 
sulit untuk individu bersangkutan keluar dari 
kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak 
d i k d u i  oleh individu yang bersan&tan. V&abel- 
varihel penyebab kerniskinan M a  adalah tin@ 
pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, 
kepercayaan, kesetiaan pada pandangan- 
pmdangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. 
Kenriskinan secara s al ini sdtuntuk diahsi. 
Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang 
bersifat formal, informal, m a w  asli (iMdigenous) 
sangat menenbkan keberhasilm upaya-upaya 
pengentasan kerniskinan kultural ini. Penelitian di 
beberapa negara Asia y ang masyarakatnya terdiri 
dari beberapa golongan agama menunjuMtan juga 
bahwa agama serta 
masyarakat rnerrrJEk 
terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan 
keluarga. 

Para pakar ekonoml sumberday a melihat 
kerniskinan masyarakat pesisir, khususnya nelaym 
lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial 

Tabel 1. Kornposisi Rurnnh Tangga Perikanan Berdasarkan Skala Usaha 

Uraian 
Tanpa perahu 
Perahu tanpa Motor 
Perahu motor tempel 

SUBTOTAE 

Jumlah 1989 
45.298 

208.171 
64.723 

Kapal Motor 
TOTAL 

Sumber : Statistik Perikanan Indonesia. 2000 

83.073 
453.104 

40.240 
358.432 

318.192 t 370.037 1 81.67 I 

Jumlah 1998 
50.785 

220.599 
98.647 

18,33 
100,00 

Bersentase 1998 
11,26 
18,69 
21,77 

' 
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ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta 
teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang 
dimaksud membuat sehingga nelaym tetap dalam 
kemiskinanya. 

Smith (1979) yang mengadakan kajian 
pembmgunan perikanan di berbagai negara Asia 
serta Anderson (1979) yang melakukannya di 
negara-negara Eropa dan Amedka Utara tiba pada 
kesimpulan bahwa kekauan aset perikanm @xi@ 
and rigidity ofjshing assets) adalah asdm u t m a  
kenapa nelayan tetap tinggd atau bergelut dengan 
kerniskinan d m  sepehnya tidak ada upaya mereka 
untuk keluar dari kerniskinan itu. Kekakum aset 
tersebut addah karena sifat aset perikaflim yang 
begitu mpa sehingga sulit untuk dlikuidasi atau 
diubah benbk dm fungsiny a untuk digunakan bag 
kepentingm lain. Akibava pada saat produMvitas 
aset tersebut rendah, nelayan tidak mampu untuk 
mengalih fungsikm atau melihldasi asetfersebut. 
Karena itu, meskipun rend& produktivitas, nelaym 
tetap rnelakukan operasi penangkapan ikan yang 
sesun atidak lagi efisien secara ekonornis. 

Subade and Abdullah (1993) mengajukan 
%&men lain y aitu bahvva nelayan tetap tinggd pada 
IndustG perikanan karena rendahnya opportunity 
cost mereka. Opportunily cost nelayan, memmt 
definisi, addah kemun&nan atau dternatif keg;iatan 
atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat 
diperoleh selain menan&p ikan. Dengan @a lain, 
cyportunzfy cost add& kemun&nan lain yang bisa 
dikerjiakan nelayan bila saj a rnereka ti& m a n @  
ikan. Bila oportunily cost rendah maka nelayan 
cendemg tetap melaksmakm usahanya meskpun 
u s h a  tersebut tidak lag mengunbngkan dm efisien. 

Ada juga argurnen yang mengatakm bahwa 
cyportunity cost nelay an, hususny a dl negara 
bekernban& sangat kecil dm cenderung mendekati 
nikl. BiIa demikian maka nelaymtidak pmya piliban 
lain sebagai mata pencahariannya. Dengan defikim 
apa yang terjadi, nelayan tetap beke j a  sebagai 
nelayan karena hanya itu yang bisa dikerjakm. 

Panayotou (1982) mengatakm bahwa nelayan 
tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena 
kehendaknya untuk menjalani kehidupm itu @ref- 
ereme for a particular way of life). Pendapat 
Pmayotou (1 982) ini dikdimatkm oleh Subade dan 
Abdullah (1993) dengan menekmkan bahwa 
nelaym Lebih senang memiliki kepuasaan hidup ymg 
bisa diperolehya dari menmgkap ikan dm bukm 

berlaku sebagai pelaku yang semata-mata 
beorientasi pada peningkatm pendapatan. Karena 
way oflge yyag demikim maka apapun ymg terj adi 
dengan keadaamya, ha1 tersebut tidak dimggap 
sebagai masalah baginya. Wisy oflfe smgat sukar 
dirubah. Karena itu makameskipun 

itu bukm kemiskim dan bisa saja mereka merasa 
bahagia dengan kehidupm itu. 

Mengentas kan Kernis kinan 
Masyarakat Pesfsir 

Berbagai program, proyek d m  keg atan telah 
dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari 
kemishnan. N a m n  seperti digambarkan pada 
Tabel 1, ternyata jumlah nelayan kecil secara 
magnitute tetap bertambah. Desa-desa pesisir 
semakin hari sernak_ln luas areanya dan banyak 
judahnya. Karena itu meskipun banyak upaya telah 
d i lhkan,  umumnya bisa dikatakm bahwa upaya- 
upaya tersebut belum membawa hasil yang 
memaskan. 

Motorisasi annada nelaym skala kecil adalah 
program yang dikembmgkan pada awal tahun 
1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Pro- 
gram motorisasi dilaksanakan di daerah padat 
nelaym, juga sebagai respons atas dikeluarkmya 
Keppres No. 3 9 tahun 1980 tentang penghapusan 
pukat harimau. Probarn ini semacm kompensasi 
untuk meningkatkan produksi udaag nasiond. 
N m m  tenryata motorisasi m a d a  ini bmyak gagal 
karena tidak tepat sasarm yaitu bias melawan 
nelayan kecil, dimanipulasi deh aparat dm elit demi 
untuk kepentingm mereka dan bukannya untuk 
kepen~ngan nelayan. 

Akan tetapi program motorisasi ini juga 
rnedawa damp& positip, dilihat dari b h y a  
jurnlah perahu bemotor di banyak daerah di Indo- 
nesia. Smt ini bila ada program pemerintah mtuk 
mengadah armada kapal/per&u nelayan, atau bila 
ada r e m a  investasi oleh nelayan, seldu pengadaan 
motor penggerak perahu menj adi permintam 
nelayan. 

Program lain yang dikembangkan untuk 
mengentaskm kerniskinan adalah pengembangan 
nilai tanzbah melalui penerapan sistem rank  dingin 
(cold chain system). Sistem rantai dingin adalah 
penerapan cara-cara penmganm ikan dengan 
menggunakan es guna menghindari kemundurm 
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mutu ikan. Dikatakan sistem rantai dingin karena 
esensinya yaitu menggunakan es di sepanj ang rantai 
pemasaran dan transportasi ikan, yaitu sejak 
ditmgkap atau diangkat dari laut hingga ikan tiba di 
pasar e cem atau di tangan konsumen. 

Sistem rantai dingin dikembangkan di selunxh 
daerah di Indonesia pada awal tahun 1980-an. 
Namun d e ~ k i a n  masalah yang dihadapi addab 
sosialisasi sistem ini yang tidak begitu baik sehinga 

mendapat tempat di hati masyarakat. 
hingga saat ini, di daerah tertentu & 

Mduku dan NTT, ada pendapat bahwa ikan yang 
menggunakan es adalah ikan yang rendah 
kctalitasnya. Bagi masyarakat di kedua daerah ini, 
meskipun ikan sudah sangat m u w a  n m  
tetap &omumsi bilatidak rnemakasi es. Sebalihya 

sih baik muhinya nmun  apabila 
es maka ikan tersebut ti& akm dibeli 

oleh mwarakat. 
Alasan lain kurmg berhasilnya sistem rantai 

Selain ketigaprogram di atas, dan banyak pro- 
gram pembangunan lainnya yang secara tidak 
langsung berkaitm dengan pengentasan kerniskinan. 
Salah satu program yang dilakukm pada rnasa 
pemerintahm Habibie adalah Protekan 2003 yaitu 
Gerakan Peningkatan Eskpor Perikanan hingga 
menjelang tahun 2003 mencapai nilai ekspor 10 
milyar dolar. Gerakan ini namun mati pada usia yang 
sangat muda, sej alan dengas. berhentiny a era 
pemerintahm Wabibie. 

Program lain berhubungm dengm konservasi 
dm rehabilitasi lingkungm hidup. Pernbuatan 
buatm, penanarn kembali hutan bakau, konsemas~ 
kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta 
penegakan h u b  terhadap kegiatan-kegiatan 
pemgkapm ikandenganmen 
dm &at tangkap ikan yang 
gram-program pe nan yang seem hdak 
lmgsung memp ej ahterm nelay an. 

Dari sisi kelembagaan dikernbangkm juga - 
dingin addah fasilitas dm prasarana pabrik es yang pola-pola usaha perikanan yang mampu 
tidak tersedi a secara baik. Umumny a pabrik es meningkatkan pendapatan nelay an. Untuk itu 
dibangun oleh swasta, kecuali di pelabuhan dikembangkm koperasi perikanm, KeTD Mna, 

P lllilikpemeTintah dimma pabrik es tersedia kelonnpok usaha bersama perikanm, kelompok 
Namun demikian apa yang disediakan oleh nelayan, kelompokwanitanelayan, dm organisasi 
pemerintah masih sedikit dm terkonsentrasi 
di daerah tertentu saja, bila dibandingkan 
dengan kebuhthan yang begitu besar dm 
tersebar merata di seluruh Indonesia 

Progrm besar lain yang dilakukan 
peme~ntah untuk rnengenmkan k e ~ s k i n m  
addah pernbmgunan prasarana perikanm, 
khususnya pelabuhan perikanan behagai tipe 
d m  ukuran di seluruh Indonesia. Dengan 
bmhian luar negeri, selama beberapa t b  
terakhir, pelabuhan perikanan, m l a i  dari 
kelas yang sangat kecil yaitu pangkdan 
pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar 
yaitu pelabuhan perikanan samudera, 
dibangun di desa-desa nelayan dm sentra- 

Program Pengentasan 
Kern iskinan Nelayan 

. Motorisasi armada Protekan 2003 
perikanan . Pengembangan . Penggunaan es dan kop erasi perikanan 
rantai dingin Pengembangan . Pengadaan prasarana kelompok usaha 
pelabuhan bersama . Rehabllitasi lingkungan @ Pengembangan 

kemitraan usaha 

sentra produksi perikanan. &an tetapi, 
kembali, banyak pelabuhan ymg rnasih belum profesi nelayan. Demikian juga pola usaha ymg 
d imanfaah  secara optimal, dl bawah kapasitas, seem mar& dikembangkm di h m p k  s 
atau tidak befingsi sama sekdi. Perlahan-lahan, donesia adalah perikanm inti rakyat, suatu sistem 
banyak pdabuhm dm fasilitas daratnya mulai msak usaha dimana nelayan sebagai plasma bemitra 
dan usang di m h  usia. memang masih dengan perusaham sebagai inti. Namm demikian 
banyak pelabuhm yang , natnun Lebih bisa juga dikatakm bahwa upaya-upaya dari sisi 
banyak yang tidak behngsi atau rusak sebelurn kelernbagaanini belumjugamemberih basil yang 
dimanfaatkan. jelas menguntungkan nelayan. Meskipun banyak 
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kelembagaan nelayan terbentuk, namun hanya 
sedikit bisa bertahan. Dengan bergantinya waktu, 
banyak juga lembaga-lembaga nelay an yang 
perlahan-lahm mati d m  tidak berfungsi. Demikian 
juga banyak nelayan d m  perushaan besar 
tidak berlanjut karena ketidakadilan dalam 
pembagian hasil, resiko dan biaya. Malahan 
sebalibya, pola hubungan kemitraatl antara nelayan 
dan wasta menjadi sesuatu yang &nilai negatif oleh 
nelayan dan konsep ymg bagus ini ditolak oleh 
nelaym. 

seluruhan progrm d m  pendekatan yang 
mtuk meningkatkan pendapatan nelayan 

gentaskm mereka dari kerniskinan seperti 
yang &uraikm diatas, seperti membuang garam ke 
la&. Tiada bekas d m  damp& yang berarti. Kalau 
dernikim rnaka sebetulnya ada sesuatLl y ang salah 
dari program-program tersebut. Atau apa yang 
dilakukrn tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada 
kebutuhan lain yang sebetulnya mentpakan kunci 
pokok permasalahan. Bila ha1 tersebut bisa 
dipecahkan dan ada program-program pem- 
bangunan ke arah itu, barmgkdi saj 
nelayan sebagai k o q o m  utanna m 
dapat ditingkatkm dan insidens kerniskinan bisa 
dirnimzimdkan. 

PAMDIGI$IA PEmEmAUAAN 
SOSHAL EKONOM 

Menurut saya kebutuhm lain yang selarna ini 
tidak &pen& yaitu h a n g  dilib 
pesisir daiam pembmgunan. Keterlibatan yang 
dimaksudkan di sini addah keterlibatan secara total 
d d m  semua aspek program pembangunan yang 
menymgkut diri mereka, yaitu sejak perencanaan 
program, pelaksanaannya, evaluasinya, serta 
perelevansiamya. Dengan kata lain, kekurmgan 
yang dimilik selama ini yaitu tidak atau kurang 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri 
mereka sendiri. Pad&al partisipasi itu begitu perlu 
karena bagaimmapun juga, dan dengan dengan 
segala jenis upaya, tidak ada seormg miskinpun 
yang bisa keluar dai  ke~skinannya dengan banturn 
orang lain, b4a dia tid& membantu dirinya sendiri. 
Di Sri Lanka, misalnya, pembangunm untuk 
rnengatasi kemiskinan nelayan begitu signifikan 
hailnya kmaprinsip p pembangunapl y h g  
d i m  addah helping the poor to he@ themselves 
(BOBP, 1990). 

Berbicara mengenai partisipasi, setiap orang 
pasti mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu 
yang baru. Barangkdi pendapat ini ada benarny a. 
Namun demikian bisa dikatakan juga bahwa 
padsipasi masyarakat terutamaflass mot dalam 
pembangunan selama 50 tahun terakhir ini adalah 
sesuatu yang artifisial, sebatas slogan, 
direkayasakan, dm dipaksakm. Dengan adanya 
rejim sentralistik maka partisipasi masyarakat tidak 
rnendapat tempat sama sekali. Inisiatif masy arakat 
sering diriilai h rang  tepat, kalau tidak dikatakan 
sdah sama sekali. Yang Iebih tepat addah progrm 
pernerintah pusit dm program departemen yang 
untuk masyarakat &emas ddm bentuk program- 
progrm pembinam. 

Hanya b a k  pada akhir t a h n  1990-an, pro- 
gram pemberdiyam masyarakat sebagai gmti pro- 

pembinaan masyarakat mulai mendapattempat 
arena bukti dan pengalaman ernpiris d 

negara. Program pelnberdayaan masy 
akan menjadi new malmtyem dalm pernb 
dikembangkan dan dipromosikm oleh 
swadaya masyarakat @Sw. 

berhasil di banyak tempat karma militansi 
(sifat ngofot unfuk berhasr'2) LSM untuk 
melaksanakannya. Program pemberdayaan 

behasis masykakat karena sesuai d e w  kebutuhm 
dm aspiris1 mereka, program yang b e r d  dxi baw& 
y ang berarti bahwa masyarakatlah y ang 

yang bersifat & o h 1  
ebatas mendamping 

d m  membenkan altematif pemecahan masdah 
kepada masy arakat. 

Program pernberdayaan masyarakat tefah 
menjadi m a i m e m  upaya peningkatan kes 
serta pengengentasan kemiskinan. 
pemberdayaan masyarakat maka pembangunan tidak 
mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari seslratu yang 
sudah ada pada masyarakat. Pemberdayaan b e r d  
apa yang telah dimiliki oleh masyarakat addah 
sumberdaya pembangunan yang perlu dikemb 
se~ngga  makin nyata 
sendiri. 

Tujrran Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 
B komep pembanguanan 

yang menekankan pada pemberdayaan maka 
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Pernbangunan Masyarakat 

PEMBINAAN 

PEMBERDAYaN 

Sentralistik Deset~tralistik 

Renctalt partisipasi Ti~tggi Partisipasi 

Orientasi proyek 
Peran besar petnerintnh Peran LSM besar 

Masyarakat sangat aktif 

diformulasikan sasaran pemberdayaan 
masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan 
petani ikan yang tinggal di kawasan pesisir 
pulau kecil dan besar, yang adalah sebagai 
berikut: 
(9 Tersedianya dm terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia yang terdiri dari sandang 
pangan, papan, kesehatan, dan 
pendidikm. 

o Tersedianya prasarana dan sarana 
produksi secara lokal yang 
memungkinkan masyarakat dapat 
memperolehya dengan harga mu& dan halitas 
yang baik. 

o Meningkatny a peran kelernbagaan masyarakat 
sebagai wadah aksi kolektif (collective action) 
untuk mencapai bjuan-bjuan in&vidu. 

8 TerGiptiPnya kegatan-kegatafl ekonomi produktif 
di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis 
sumberday a lokal (resource-based), memiliki 
pasar y ang j elas (market-based), dilahkan 
secara berkelanjutm dengan memperhatikm 
kapasi tas sumb erday a (environmental-baseq, 
dimilih d m  dilaksanakan serta berdampak bagi 
masy arakat lokal (local society-based), d m  
dengan menggunakan teknologi maju tepat guna 
yang berasd dari proses pengkaJian dan penelitian 
(scientiJc-based). 
Terclptanya hubungan transportasi dan 
komunikasi sebagai basis atau dasar hubungm 
ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir 
dan pedalman. 

o Temjudnya struktur ekonomi Indonesia y ang 
berbasis pada kegatan ekonorni di wilayah pesisir 
dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan 
pendayamam sumberdaya alam laut. 

Tanggung Jawab S2nkehoEders 
dalarn Pern berdayaan 

Tanggung jawab pemberdayaan masyarakat 
pesisisr seolah-ol& hanya ada pada Departemen 
Kelautan dstn Perikanan. Kal ini tentu saja tid& b e m  
karena instansi pemerintah lainnya memiliki juga 
tanggung jawab di kawasan pesisir. Departemen 

an memang menjal 
pembangunm yang berfokus pada pembangunm 
perikman, penatam wilayah dan mang pesisir, 
pembangunm nelayan dan pembudidaya ikan, serta 
eksplorasi potensi sumberdayakelautm dan perikanan. 

Tetapi tugas-tuga pembanwanlainnya yang memang 
masih banyak seperti pengembangan prasarana 
wilayah, pendidikan, kesehatm, pembangunm 
pertanian, pembangunan industri dan jasa, 
perhubungan, transportasi, komunikasi, serta 
pembmgunan sosial ddam arti yang luas bukan 
berada di bawah tanggung jawab Departemen 
Kelautm dan Perikanan. Keberhasilm pembmgunm 
atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante 
dari semua upaya pembang~anan y ang dilaksanakm 
atau diprogramkan oleh setiap instansi. Hal ini perlu 
diperjelas dan dipahami oleh s e m a  pihak. Dengan 
istilah yang Iebih populer, hal ini menuntut adanya 
sinergitas dan koordinasi yang benar-benar terj din 
antara berbagai instansi pemerintah. Bila ini bisa 
diwujudkan maka pembangunan atau 
pemberdayaan masyarakat pesisir dapat 
dilaksanakan secara lebih komprehensif, terpadu, 
menyangkut berbagai aspek pimbangunan, bukan 
saj a teknis tetapi juga sosial budaya. 

Tanggung j awab pembangunm masyarakat 
lebih banyak berada pada pundak pemerintak 
d a d ,  dan bukm didodnasi oleh pemeEintah pusat. 
Kal ini disebabkan karena pernerintah daerahlah yang 
lebih mengend mmasyarakatnya, memahanu masalah- 
masalah yang dihadapi mereka. Selama ini, 
meskipun pada era desentralisasi dan otonomi 
daerah sekarang ini, ada kesan bahwa 
pengembangan masyarakat dilepaskan dan 
diserahkan kepada pemerintah pusat. Penyerahm 
tanggung jawab ini karena memang tugas-tugas 
pembangunan masyarakat temasuk berat untuk 

&an. Dengan adanya desentralisai kegiatan 
pembangunan, selayaknya dan sepatutnya 
pemerintah daerah lebih banyak memberikan 
prioritas pada pembangunan yang berbasis pada 
masy arakat. 
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Tanggung j awab pembangunan masy arakat 
pesisir bukan saja berada pada tangan pemerintah 
tetapi juga pihak-pihak non-pernerintah yaitu 
masyarakat sendiri, pengusaha swasta, usaha milik 
negara, dan lembaga swadaya masy arakat. Hal ini 
berarth b&wa pemerintah tidak harus berupaya 
sendiri karena hasilnya tidak akan optimal. 
Kemarnpuan pemerintah sangat terbatas, karma itu 
kemampuan y ang dirniliki pemerintah harus 
dipadukm dengan apa yang dimiliki oleh non- 
pemerintah. 

Tanggmng jawab membangun masyarakat 
pada hekekatnya meyakan tmggung jaw& utma 
masyarakat itu sendiri. Selama ini, masyarakat 
semata-mata menj a& obj ek pembanman. D a l a  
hubungm ini, masyarakat didekati, &datangi, 
diprogrmkan, dan &arahh:an mtuk rnelaksanakan 
kegatan-kegam y ang n m h y  a mernbawa manfaat 
k q d a  mereka Tentu saja hal ini 
karena apa ymg dilakukm den 
ini berkesan dipaksakm dm masyarakat sendiri 
terlibat padalapisan p e m k m  saja. Mereka tidak 
masuk lebita dalam pada kegiatan-kegiatan 
p e d  dengan pendekatan ini y ang &my a 
mernbuat ketidak-berhasilan. Supaya pembmgunan 
masyarakat berlangsung dengan tepat maka 
p e r n & n ~  hanya mmpersiapkan dm memfaslitasi 
lingkungan yang sehat bagi peningkatan, perluasan, 
serta penddmatr kegiatan-kegiatm yang telah 
d i ~ l i k i  oleh masymakat sendiri. Hal ini merupakan 
makna penrberdayaan yaitu mengembangkan apa 
yang telah sldapada m a s y d a t  menjad lebih besar 
skalany a, lebih ekonomis, dm lebih berdaya F a  
dm berhasil p a .  

mSUARAICAT BESISW 
Baling tidak ada lima pendekatan 

pernberdayaan masyarakat pesisir yang barn saja 
diimplementasikan. Dengan adanya kelima 
pendekatan ini. tidak berarti bahwa pendekatan lain 
tidak ada. Selma ini, baik linghp Departemen 
Kelaum dm Perikanan rnaupm i 
lainnya, pemer in~  d a d ,  dan khususnya lernbea 
swadaya masyarkat ddam bent& yayasan dan 
koperasi telah bmy & yang melakukm keg atm 
pemberdaym masyarakat. Kelima pendekatm 
tersebut addah: (I) penciptaan lapmgan kerja 
dtematif sebagai sumber pendapatan lain bagi 

keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan 
sumber modal dengan penekanan pada penciptaan 
mekanisme mendmai diri sendiri (selfJinancing 
mechanism), (3) mendekatkan masyarakat dengan 
sumber teknologi baru yang lebih berhasil dm 
berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan 
pasar, serta (5)  membangun solidaritas serta aksi 
kolektif di bag& may  . Kelima pendekatan 
ini d2aksmakm deng erha6kan secara 
sung&-sung& aspirasi, keinginq kebutuhm, 
pendapatan, dm potensi sumberdaya yang & 
masyarakat. Uraian singkat tentang kelima progrm 
ini addah sebagai b e f i t .  

Mengembangkan Mata 
Pencaharian Mterna~f 

a, Pengernbangm mata pencah~an  
alematif &laksanakan dengan pertimbangan bahwa 
sumber-daya pesisir secara umum dm perikman 
tangkap secara fiusus telah banyak men gal^ 
tekanan dan degradasi. Data empiris menmjukkan 
bahwa sudah terlalu bany ak nelayan y ang 
berkonsenth-mi d perairan tertentu. Malahan secara 
nasimd, t ampbya  jumlah nelayan juga sudah 
berlebihan. Potensi &an laut y ang terse&, kalau 
memang benar eshmahya, sudah tidak mmpu 
&ja&m anddm bagi p e ~ & a t a n  kesej ahterm. 
Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap 
betul-betul diatllbil semumya maka berdasarkao 
perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat 
sulit untuk sej ahtera. 

Ada banyak alasan yang mendasan terlalu 
bmyaknya judah  nelayan, y ang diperhadapkan 
denganjurnlahikan yangterbatas ymg diperkirakan 
sekitar 6,2 juta ton per tahm potensi lestari. Nmun 
sdah satu dasan ymg mendasar dan perlu dikaji 
lebihjauh yaitu status ~Illberdaya perikanan yang 
de fmto akses terbuka. Akses terbuka atas 
smberdaya ikan mernbawa sermgkaian damp& 
ymg b e r M r  pada kerniskinan. Bustsasi & m a  
damp& akses terbuka yaitu 
upay a untuk menangkap s 
diperbdehkm, pendapatm per keluarga nelayan 

0 nbu per bulan. 
seperti ini. rnaka pengembangan 

matapenm-harim altematifbagi ndayan addah sua@ 
kehamsm. Pengem-bangan mata pencaha~m 
altematif ini diarahkm untuk mengali&an profesi 
nelayan atau sebagai tarnbahan pendqatan. Dengan 
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kata lain, program diversifikasi pendapatan lay an 
untuk dikembangkan, yang dapat diarahkan bukan 
saja untuk nelayan tetapi juga untuk anggota 
keluargmy a, teristirnewa istri atau perempuan 
nelayan yang memang besar potensinya. 
Pengembangan mata pencaharian alternatif bukan 
saja dalam bidang perikanan, seperti pengolahan, 
pemasaran, atau budidaya ikan, tetapi patut 
diarahkm ke kegiatan non-perikanan. Smith (1983) 
berm-mentasi bahwa bila kondisi akses terbuka 
masih saj a terjadi maka apapun upaya peningkatan 
kesej ahteraan yang dilakukan, baik pada kegratan 
penangkapm ikan maupun pada kegiatan yang 
berkaitan seperti pada pengolahan dan pemasarm 
ikan tidak &an memberikan basil peningkatan 
kesejahternaan. Jadi masdah utmmya addah 
perluny a penataan sumberday a perikanan secara 
lebih baik sehingga drama akses terbuka tidak 
terj adi. 

Abes  Terhadap Modal 
Ellemen kedua strategi pemberdayaan nelaym 

adalah pengembangan akses modal. Strategi ini 
sangat penting karena pada dasarnya saat ini 
rnasyarakat pesisir, khususnya nelayan dan 
pembudidaya ikan sangat sulit untuk 
meqeroleh modal. Sifat bisnis peikanan y ang 
musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi 
sering menjadi alasan keengganan bank 
menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis 
perikanm seperti ini yang disertai dengan sta- 
tus nelayan yang umumnya rendah dan tidak 
m m p  secm ekononni mernbuat mereka sullt 
untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang 
selayaknya diberl an sepeh perlu adany a 
cotlaberal, insurance dan equity. 

Departemen Kelautan dan Perikanan 
(DKP) melalui Direktorat Pemberdayaan 
Masyarakat (DPW telah bempaya menj din 
hubmgan dengan berbagai lernbaga perbankan 
nasional dan daerah untuk menggugah perhatian 
mereka agar masuk ke sektor perikanan. Tetapi 
sayanpya belum banyak hasilnya, dibandingkan 
dengan begitu besarnya kebutuhan. Upaya yang 
sama telah juga dilakukan dengan menghubungi 
lembaga-lembaga lain, tetapi sama hasilnya. 
Beberapaperusham negara dm swasta telah mdai 
menunjukkan keinginan mereka untuk membantu 
rnasyarakat di sektor ini dengan cara menyisihkan 

sebagian keuntungm merekauntuk membantuusaha 
skala kecil dan menengah di sektor ini . Program ini 
dinmakm Pembinaan Usaha Kecil d m  Koperasi 
0" yang adalah mempakan penyisihan sekitar 
5% keuntungan pemsahaan, utamanya 
pengembangan usaha kecil dm menengah. 

Dengan memperhati kan kesulitan y ang 
dihadapi oleh masyarakat pesisir akan modal ini 
maka salah satu alternatif addah mengembangkan 
mekanisme pendanaan diri sendiri (sev-J;inancing 
mechmim). Bentuk dari sistem ini tidak lain addah 
pengembangan lembaga keuangan mikro, dan 
nantinya makro, yang dikhususkm d d m  bidang 
usaha di pesisir, utamanya bidang perikanan. 
Meskipun masih d d m  tahapan konsep, wacana, 
d m  ujicoba, saat ini telah dirintis dan dimul& 
pengembangan mekanisme pendmaan oleh diri 
sen&ri yang dikenal dengan nama (1) Lembaga 
M b o  Mtra Mna @A3), dm (2) Mna  Ventura, dm 
(3) Asuransi Nelayan. 

Lembaga IvB addah aplikasi dan modifikasi 
gameen bank pada masyarakat pesisir. Melalui 
program Pemberday aan Ekonomi Masy ~ a k a t  
Pesisir (PEW) tahun 2000 dan 2001, telah 

5 Pendekatan Pemberdayaan 
Mas y arakat Pesisir 

Pengembangan mata pencaharian alternatif 
Pengembangan akses modal melalui self- 
financing mechanism. 

e Pengehangan akses teknologi dengan , 

biaya murah dan pelayanan cepat. 
Pengernbangan akses pasar untuk 

dikembangkm M3 di 26 Kabupaten pada tahun 
2000, dm rencmanya 125 Kabupaten pada tahun 
2001. Pada akhir tahun 2001, diharapkm M3 
secara mandiri atau merupakan unit usaha dari 
lembaga lain di tingkat desa akan ada di sekitar 370 
desa pesisir di Indonesia. 

Tidak seperti M3 yang sudah m l a i  
diaplilasikan, Mna  Ventura masih dalam 
konsep dan ujicoba. Konsep M n a  Ventu 

1 



Prosiding Pelafihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 
-- 

1 

D r r e  
I---' 

Akses Terhadap Teknologi 
Teknologi yang dimnakan masyarakat pesisir, 

khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat 
tradisional. Karena itu maka produhvitas rendah 
dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya 
meningkatkan pendapatan dilakukan melalui 
perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi 
hingga pasca produksi d m  pemasaran. Berkaitan 
dengan teknologi yang dignakan, terdapatjuga sifat 
masyarakat (nelayan) yang menentukan atau 
ditentutukm oleh penggunam teknoloi tersebut 

aplikasi modal ventura pada bisnis 
perikanan. Karena modal ventura 
berdasarkan atas sistem bagi hasil maka 
tampaknya tidak terlalu sulit 
mengaplikasikm Mna Ventura pada bidang 
perikanan. Perbedaan M n a  Ventura dari 
M3 yaitu bahwa Nlina Ventura diarahkan 
unt& usaha menengah, sementara M3 pada 
usaha mikro dan kecil. Masalah yang 
dihadapi dalam pengembangan Mina 
Ventura adalah kesulitan dana untuk modal 
awal. Sudah beberapa lembaga, asing dan 

m Bertanlbal~n~ a nelayan 
nliskin 
Berkurangnya 
pendapata~ 

6 Sumberdaya senlakin 
berkurang 
Lingkungan senlakin 
rusak 

(Tabel 2). Untuk itu maka upaya pemberdayam 
masyarakat melalui perbaikan teknologi hams juga 
mempertimbangkan sifat dan karakteristik 
masyarakat. 

Upaya-upaya peningkatan akses masyarakat 
terhadap teknologi belurn banyak dilahkan. Hal ini 
karena adanya kditanuntukmengindentifikasi jenis 
dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. 
Seringkali, justm masyarakatlah yang lebih maju 
dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang 
diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah 
tertinggal. Dengan kata lain, dalam ha1 teknologi 
masyarakat lebih maju dari pemerintah. 

Kesulitan lain dalam hal akses teknologi yaitu 
kurangnya atau tidak adanya penyuluh atau mereka 
yang berfungsi sebagai fasibtator d m  katalisator. 
Pa& awalnya memang ada penyuluh perikanan yang 
memerankan tugas ini. Narnun dengan DMP sebagai 
suatu lernbaga barn, konsolidasi yang dllakukan 
untuk memfungsikan penyuluh perikanm dalam 
menyediakan akses teknologi bagi masyarakat 
belum sepenuhnya berj alan dengan baik. 

Sebagai upaya dafam mengatasi kurangnya 
tenaga penyuluh perikanan, melalui proyek PEMP 
tahun 2001 ini, telah diadakan pelatihm bagi sekitar 
500 tenaga pendamping desa yang nantinya akm 
bertugas membantu masyarakat dalam membanmn 
daerah pesisir. Tenaga pendamping desa ini direhit  
dari LSM lokal, berijazah minimum D3, memilib 
pengalaman dalam pembangunan masyarakat, serta 
bersedia tinggal di desa selama masa proyek. 

-- 

Penggunaal 
tangkap ikan d a ~  
metode destntktif 
ICompetisi antar 
nelayan yang sangat 
tinggi 
I<&I dan fmstasi 
sosiai 

Akses Terhadap Pasar 
Pasar adalah faktor penarik dan bisa menjadi 

salah ltendala utama bila pasar tidak berkembang. 
Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara 

nasional, yang didekati untuk mendanai Mna 
Ventura. Sayang belum ada jawaban yang positip. 
Tentu saja karena banyak kendala. Salah satunya, 
barangkali, karena konsepnya yang belum matang. 
Karena itu, perlu ada kajian lebih jauh tentmg M n a  
Ventura. 

Bentuk skim asuransi yang tepat bagi 
masyarakat pesisir, khususnya nelayan sedang 
dikembangkan. Ujicoba telah dilakukan di tiga 
daerah yaitu Cirebon, Pandeglang dan Pelabuhan 
Ratu. Pengembangan asuransi dilaksanakan karena 
usaha di laut yang penuh resiko. Skim asuransi juga 
dikembangkan juga untuk asuransi kredit, sebagai 
j minan nelayan dalam mengajukm kredit ke bank. 
Kesulitan dalam pengembangan asuransi nelayan 
yaitu banyak nelayan yang belum menyadan perlunya 
ha1 ini. Hal tersebut disebabkm karena sudah terlalu 
lama mereka dimanjakan oleh organisasi profesi 
neIayan yang berjanji m e m b e ~  asuransi kepada 
rnereka bila mana ada kecelakaan atau resiko lain 
yang hams ditanggung. Akibatnya nelay an mau 
dirinya atau propertinya diasurmsikm tetapi enggan 
untuk membayar. Karena itu maka bentuk skim yang 
tepat yang bisa diterima nelayan perlu dikaji untuk 
di kembangkan. 
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untuk mengembmgkan usaha karena bila 
tidak ada pasar maka usaha sangat 
terhmbat perkembangmy a. 

Untuk mengembangkan pasar bagi 
produk-produk yang dihasilkan 
masyarakat pesisir maka upaya yang 
dilakukan adalah mendekatkan 
masyarakat dengan perusahaan- 
perusahaan besar yang juga adalah 
eksportir komoditas perikman. Untuk itu 
maka kontrak penjualan produk antara 
masyarakat nelayan dengan pemsahaan 
ini dilaksanakan. Keuntungan dari 
hubungan seperti ini yaitu masyarakat 
mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan p ondok p esantren. Juga di kemb angkan 
terhadap masyarakat temtma d d m  hal kualitas kelompok-kelompok yang beraliansi dengan 
barang bisa dilaksanakan, serta sering kali LSM tertentu yangmemmgmemiliki stafdan d m  

e Poteilsi ikan lesrari = 
6-18 juta tonttaht~n. 

9 Jumlah tangkapm 
yang diperbolellkall= 
5.0 juta to~dtal~~un 

e Produksi tahun 1998 = 

3.8 jula ton. 
e Nilai prodnksi tallun 

1998 = Rp. 19 trilyun. 

masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi untuk pemb angunan masy arakat pesisir. 
pengembangan usaha. Kelompok y ang juga mendapat perhatian addah 

Meskipun hubungan seperti ini sudah ada, kelompok wanita atau perempuan. Untuk itu juga 
secara umum boleh dikatakan bahwa masyarakat sedang dicari suatu format pemberdayaan 

o Julllldl seluruh KK 
nelayan tahun 1998 = 
4 juta orang. 

e Peildapatan kotor per 
KK per t&un = Rp 
4,750,000. 

6 Pendapatan kotor per 
KK per bulan = Rp. 
395.383 

masih menghadapi pasar y ang tidak sempurna 
stntkturnya, monopoli ketika masyardat membeli 
faktor produksi serta monopsoni ketika 
masyarakat menjual produk yang dihasilkan. 
Struktur pasar yang tidak menguntungkan 
masyarakat ini disebabkan karena infomasi yang 
kurang mengenai harga, komoditas, kualitas, 
kuantitas serta kontinyutas produk. Kelangkaan 
infomasi ini begitu mpa sehingga umumnya 
masyarakat hany a menghasilkan produk-produk 
yang serupa sehingga akhirnya membuat 
kelebihan pemasokan dan kejatuhan harga. 

Pengembangan Aksi Molektif 
Pemberdayaan meldui pengembangan aksi 

perempuan dengan penekanan pada peranan 
mereka dalam usaha meningkatkan ekonomi 
keluarga. Aplikasi model gameen bank dengan 
fokus pada wanita nelayan telah dikembangkan 
di Bekasi dan Kepulaum Seribu pada tahun 2000, 
dan pada tahun 200 1 ini dikembangkan juga di 
Tual (Maluh Tenggara), Brebes (Jawa Tengah) 
dan Kupang fNusa Tenggara Timur). Selain itu 
juga dikembangkm aksi kolekcif wanita pengolah 
ikan di Gunung Kidul (Uoy akarta) dan Girebon 
(Jawa Barat) sehingga mereka dapat dengan 
rnudah memperoleh input produksi dan dengan 
mudah pula menjual hasil olahannya dengan harga 
yang lebih baik. 

Pengembangan aksi kolektif ini masih sangat - - 

kolektif sama artinya dengan pengembangan premahrr dan memerlukan kajian untuk mencari 
koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di bentuk-benahya yang sungguh-sungguh berguna 
sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektifyaitu bagi masyarakat. Beberapa aksi kolektif yang pemah 
untuk membuka kesernpatan kepada masyarakat berkembang memang tidak be& mumi sebagai ide 
membentuk kelompok-kelompok yang dangagasmmasyarakat. mya aksi kolektif atau 
diingnkanny a y ang tidak semata-mata koperasi atau semi-kolektif siperti perikanan inti raky at serta 
kelompok usaha bersama. Aksi kolektif mempakan kemitraan usaha antara masyarakat d m  pengusaha 
suatu aksi bersama yang bermuara pada besar hanya membawa ketidakpuasan kepada 
kesejahteram setiap anggota secara individu. masyarakat dan berhenti di tengah jalan. Ini terjadi 

Upaya pengembangan aksi kolektif yang karena aksi semi-kolektif tersebut sangat bias 
dilakukan selama ini yaitu melalui pengembangan kepada kepentingm pengusaha. 
kelompok yang berbasis agama seperti koperasi 
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Tabel 2. Sifat Teknologi Nelayan Industri dan Tradisional 

INTERNALISAS1 PEIVEBERDAUAAN 
PENGELB 

SURaBERDAUA PESISIR 
SECARA TERPAIPU 

Pernbedayaan masyarakat secara khusus dan 
eksistensi masyarakat secara urnum perlu 
diinternalisasikan dalam pengembangan, 
perencanaan, serta pelaksanaan pengelolaan 
suberdaya pesisir seem terpadu. Beberapa aspek 
y ang berkenan dengan masyardat addah. kehatan 
penentu (drivingforces) status dan eksistensi suatu 
kawasan pesisir. Kekuatan tersebut perlu dilibatkan 
atau diperhitungkan dalam menyusun konsep 
pengelolaan sumberdaya secara terpadu. Kekuatan- 
kekuatan tersebut addah. sebagai beriht : 
* Jumlah penduduk pesisir yang cendemng 

bertambah dengan tingkat pertumbuhan yang 

b Kerniskinan yang diperburuk oleh sumberdaya 
alam y ang menurun, degradasi habitat, serta 
kelangkaan mata pencharian alternatif. 

* Adanya usaha skala besar, menghasilkan 
keuntungan dengan segera dan usaha komersid 
ymg menuntnkan halitas ercfaya dm sering 
menyebabkan konflik kepentingan dengan 
penduduk lokal. 
K_urang sadar dm pengertian di pihak masyarakat 
serta pemeintahan lokal tentang penGngnya 
keberlanjutm sumberday a bagi kepentingan 
manusia. 

* Kurang pengertian di pihak masyarakat tentang 
kontribusi dan pen6ngnya mberdaya pesisir bagi 
masyarakat. 
Murang pengertim pernerintahm lokal tentang 
tindak lanjut dan keberlanjutan keglatan 
pemberdayaan masyarakat 

* Faktor budaya yang berkaitan langsung 
pengelolam d m  pemanfaatan kawasan pesisir 
se&a terpadu. ' 

Program PERaP Suatu Contoh 
Pemberdayaan Masyarakafi 

Departemen Kelautan d m  Peikanm PKP) 
selarna dua tahun terakhir merryelenggarakan suatu 
program nasional yang bernama Program 
Pemberdaym Ekonomi Masyardat Pesisir (Pro- 
gram PEm). Pada t&un 2000, dengan dma JPS, 
program ini dilakukm di 26 Kabupaten, tujuh 
propinsi. Pada tahun 2001 rnelalui Program 
Penanggulmgm Dmpak Pengurangan Surnbsidi. 
Energi (PPD-PSE) yang didokasikm ke tujuh pro- 
gram, PEW dilaksmakm di 125 kabupaten/kota 
di 30 propinsi di Indonesia. 

Progrm P E W  ini bisa dikatakan sebagai 
suatu program usaha perikanan terpadu, mulai dari 
tahapan perencanam, pelaksanaan hingga evduasi. 
Keterpaduan juga t e m j u d  ddam hal kegiatm 
ekonorni produktif yang dil masyarakat yang 
memang ~dakterfokus pada kegiatan tertentu namun 
tersebar ke dalam kelompok kegiatan yang saling 
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TUJUAN PEMP 
1. Mereduksi pengaruh kenaikan harga BBM dan inflasi secara 

keseluruhan terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan, melalui 
peningkatan dan penciptaan usaha produMif 
secara berkesinambungan. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
pelaksanaan pengawasan dan pengembangan kegiatan 
ekonomi masyarakat. 

3. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam 
mendukung pembangunan daerah. 

peny ediaan sarana produksi lainnya. (3) 
Pelatihan dan pengembangan kapasitas 
kelembagaan rnasyarakat lokal. Kegiatm ini 
dilakukm untukpempersiapkan masyarakat 
menj al ankan program y ang dilaksanakm. 
Agenda pelatihan lebih bmyak bematan non- 
tehis seperti peGngkatan motivasi, kerj asama 
kelompok, serta bagaimana memrnuskrn 
masdah dan menympaikm pendapatan se~asa 
tertulis maupuntidak terbulis. (4) Pengembangan 
model pemberdayam pasca program yang 
diarahkm pada pengembangan J aringan usaha 
antara masyarakat sasaran dengan kelompok 
lain, LSEVI, swasta, serta pemerintah daerah. 

terkait. Demihan pula keterpadum diwujudkan 
melalui pelibatan stakeholder yang berasd dari 
berbagai pihak, instansi pemerintah, masyarakat dan 
swasta. Berikut ini adalah uraian singkat tentang 
P E W  yang kiranya dapat memberikan garnbam 
tentang baik keterpaduan pengelolaan perikanan 
maupun keterpadum produksi perikanm. 

Ikujuan dan Spektrram PERlB 
Tujuan PEMP adalah meningkatkan 

kesejahteraan rnasyarakat meldui pern~iptaan sistem 
produksi serta kelangsungan usaha perikanan y mg 
berbasis masy arakat. 

P E W  memiliki 4 kegiatan utarna y aitu : (1) 
Pengembmgm Iernbaga keuangm mikro di tingkat 
masyardat yang bemama lembaga Mkro Mtra 
Mna  w3) .  Lembaga ini pada awalnya adalah 
lernbaga informal yang didirikan sendiri oleh 
masyarakat serta dijdankan atau diorganisir oleh 
mereka sendiri, (2) Pengembangan usaha 

ktif oleh kelompok- 
g memiliki kesamaan 

si dan tujuan. kegiatan 
ktis yang dilakukan tentu 

atas potensi smerdaya 
edia, peluang pasar, 
enmasam teknologi oleh 

masyarakat, serta duhngan adat dan 
budaya. Bentuk-bentuk kegatan ekonoIlni 
produktif meliputi usaha budidaya ikan, 

enangkapan ikan, pengolahan. ikan, 
emasaran ikan, serta usaha jasa yang 
endukung seperti perbengkelm atau 

Proses P E m  
Proses PEltrP menyangkut (I) penenturn 

daerah sasaran, (2) penentuan kelornpok sasaran, 
(3) pelibatmstakeholder, (4) penentuan kegiatm 
ekonomi produktif, (5) pelaksanaan keglatan 
ekonomi produktif, serta (6) evaluasi dan 
pemantman sebagai dasar pengembangan kegi atan 
pasca program. 

125 kabupaten pelaksana program PIENIP 
ditentukm oleh D U  berdasarkm atas data-data 
makro yang meliputi jumlah nelayan (penduduk) 

erdaya perikanm yang &Klllig, 
penggunaan potensi perikman y ang dimksud, 
kemsakan habitat, serta ada tidaknya kemaum 
pemerintah dalm memprioritaskan pembanenan 
perikanan. Hasil seleksi DKP dikomunikasikm 
dengan Bappenas dan DPR-M. Pebbangan lain 
dalam pemilihan kabupaten/kota adalah d i s~bus i  
seluruh Indonesia, tartiny a bahwa selumh prophsi 
hams mempakan daerah sasaran meskipunjumlah 

1. Pengembangan partisipasi masyarakat melalui 
pembentukan dan penguatan kelompok sasaran. 

2. Pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok 
sasaran sesuai dengan kebutuhan. 

3. Pemberian bantuan modal usaha (investasi dan modal 

4. Pembentukan lembaga keuangan mikro sebagai 
pengelola bantuan. 

5. Sosialisasi, pemantauan, evaluasi dampak sebagai 
umpan balik persiapan pembinaan pasca proyek. 
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kabupatedkota sasaran di setiap propinsi bisa 
berbeda. 

DKP, sebagai instansi pemerintah pusat, hanya 
menentukan kabupaten dan kota sasaran. 
Penmjukkan kecarnatm dm desa serta kelompok 
rnasyarakat penerima program addah mempakan 
tanggung jawab pemehtah daerah, ddam hal ini 
secara khusus mempaksrn tanggung j awab lnstansi 
perikanan kabupatenkota. Desa yang ditentukan 
sebagai sasaran berdasarkan atas kriteria yang 
dikembangkan sendiri oleh pemerintah kabupatd 
kota. Kriterla utama y ang hams dipehbangkan 
addah j d a h  orang miskin yang a& & setiap desa. 

Pemerintah bersama masyarakat desa 
menentukan kelompok sasarm p r o g m  
Mereka yang mungkin mempakan sasaran 
kelompok ini adalah mereka yang paling rentan 
kegiatan ekonominya akibat membumknya situasi 
ekonomi negm pada akllir-akhir ini. Pertimbmgan 
lain addah mereka yang memiliki. kemauan untuk 
rnernpehaib diri sehingga bisa keluar dari kesulim 
dm kerniskinan ymg didarninya 

R/Iasyarakad& yang juga 
ekonomi yang mun& dik 
hal ini masyarakat & b m ~  atau difasilitasi olehLSM 
atau konsultan lokal yang ditunjuk sebagai 
pendamping masyarakat. LSM atau konsultan lokal 
ini dibiayai oleh program PEW, nmun mereka 
diminta untuk bekerj a di luar batas-batas proyek, 
temtatna pada pasca progrm nmti. Karena itu maka 
ESM dm kon~dtan lokal dipnorib~km. 

Masyarakat terlibat penuh pada 
pengadaan s m a  dm prasarana produksi. 
Untuk itu, merekalah yang menenbkan 
dimanahms medel i  b m g - b  
dibua-lfikm mereka. Demikian juga mereka 
berhak menjud barang yang dihasilkm. 

Keterlibatm stakeholder peikanm 
yaibu sej ak perenemaan hingga evaluasi dm 
pengemb angan program. Stakeholder 
utama addah nelayan atau masyarakat. 
Stakeholder lainnya adalah LSM, 
konsultan, swasta lokal, serta instmsi 
pernerintah baik di pussltmaupun di daerah. 

Prinsip Pengelolaan P E W  
Painsip-prim@ pengelolaan dm pengembangan 

Progrm P E W  addah sebagai berikut : 
Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarafn 
sehingga rnernperoleh dukungan masy arakat (m- 
ceptabilityl 

o Pengelolam kegiatan dil an secara terbuka 
dan &ketahui oleh masy ( trmsparancy)). 

e Pengelolaan kegiatan hams dipertmggung 
j awabkm kepada masyarskkat (accountability). 
Pengelolaan kegiatm dapat mernbeikan manfaat 
kepada masyarakat secara berkelanjutan, 
(sustalnability) . 

* Kegatan dilaksanakasr. sebagai bentuk kepdulim 
atas beban penduduk miskn (respomivvness). 

* Peny ampaim bantum kepada ma 
secara cepat (@ickDisbwsem 
Proses pemilihan pesex-ta dm keaatan PEW 
di lhkan  swam msyawar& (Demtzcrq). 

a Pemberim kesempatan kepada kelompokl~n yang 
bdum memperoleh kesempatan, agar semua 
masyardat m e r a s h  rnarrfaat langsmg @pal- 
ityl. 

tercipwya kompe~si yang sehat dan juju ddm 
usulan kegiam ymg layak (Compti- 

tiveness) 

Nelayan bumh yang memiliki kemauan dm 
keinginan untuk mengernbangkan usaha 
Welayan skala kecil (motorr tempel) 
Petmi budidaya &an skala dm b m h  tarnbak 
Pengolah &an tfadlsional 
Pedagmg &an setelnpat 
Pelaku ekonomi skala kecll lalmya yang 
bemsaha dl daerah pesisk 
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Pengembangan Program 
dumlah desa yang mempakan target program 

ini yaitu 370 di seluruh Indonesia. Sementarajdah 
rumah tangga yang dijmgkau sekitar 1 5.000 hingga 
20.000 keluarga. Mereka ini merupakan keloqok 
ymg akan diberdayakan setemsnya. Model yang 
s m a  dengan P E W  ini juga dikernbangkan untuk 
daerah-derah lain. Dengan mempertimbangkan sifat 
dan potensi daerah maka beberapa varian 
pengemb angan dan pemberday aan masyarakat 
pesisir atau nelaym adalah: (1) pemberdayaan 
perempum nelayan, (2) pemberdayaan masyaS&at 
yang tergabung da lm  orgmisasi keagamaan, (3) 
pemberdayaan pemuda nelayan, (4) pemberdayaan 
LSM nelay an, (5) pengembangan akses pasar ke 
daerah yang mernilih kesmaan komo&tas, serta 
(6) pengembangan usaha non-perjikanan sebagai 
b agian dari diversifi kasi kegiatan ekonomi 
masy a r h t  pesisir. 
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